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MOTTO
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.

1 Hendry George. 1839-1889. American Economist. Dalam Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat 321. Kajian Agraria “Reforma Agraria”. 2010/2011. Departemen Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
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RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul “ KAJIAN YURIDIS TENTANG

TANAH TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5

TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK

AGRARIA ”, ini ditulis dengan latar belakang adanya bermacam-macam hak

atas tanah menurut UUPA yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut

Hasil Hutan serta Hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di

atas dan hak-hak yang sifatnya sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak

atas tanah berdasarkan peruntukkannya dan subjek yang memohon hak atas tanah

tersebut. Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah

tersebut sesuai dengan peruntukkannya, maka tanah yang bersangkutan dapat

dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaturan tentang tanah terlantar berdasarkan UUPA baik sebelum maupun

setelah adanya UUPA, konsekuensi yuridis dan pendayagunaan terhadap tanah

yang telah diterlantarkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

Yuridis Normatif, penelitian yang difokuskan  untuk mengkaji penerapan kaidah

- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan metode pendekatan

masalah menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute

approach) dan konseptual (conseptual approach). Dengan menggunakan bahan -

bahan hukum melalui metode deduktif, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang

dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum

menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sehingga dari kesimpulan tersebut

diharapkan tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan pembahasan, dapat diketahui bahwa : 1) Regulasi tentang

tanah terlantar sudah diatur, baik itu sebelum adanya UUPA (hukum adat dan

hukum islam) maupun setelah adanya UUPA. Dimana kesemuanya itu mengatur

tentang kriteria untuk menentukan tanah telah diterlantarkan, yang secara

substansial sama yaitu obyek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, hak
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pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah yang tidak

diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan

keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.

Tetapi untuk menentukan apakah suatu bidang atau lahan tanah telah dinyatakan

terlantar maka hanya menurut Hukum Adat yang menggunakan kriteria jangka

waktu tertentu; 2) Konsekuensi yuridis terhadap pemilik hak atas tanah yang

diterlantarkan yaitu dilarang menelantarkan tanah dan apabila dilanggar, maka

kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan

dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Sedangkan pendayagunaan

terhadap tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional, dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, merupakan Tanah Cadangan Umum Negara yang

didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui : Reforma

Agraria, Program Strategis Negara dan sebagai Tanah Cadangan Negara lainnya.

Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada

prinsipnya, Hukum Agraria Indonesia tidak memperkenankan adanya tindakan

penelantaran tanah oleh Pemiliknya (Pemegang Hak), sebab tindakan demikian

dikuatirkan akan memicu tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak

pihak, antara lain seperti : kesenjangan sosial-ekonomi, menurunnya kualitas

lingkungan bahkan konflik horizontal. Walaupun merupakan hal yang sangat

sulit untuk diwujudkan, diperlukan sebuah pelaksanaan penertiban tanah terlantar

secara menyeluruh untuk mencegah bertambahnya tanah terlantar. Dimulai dari

perbaikan segi sumber daya manusia baik segi mental maupun keahlian, dan juga

perbaikan peraturan mengenai tanah terlantar dengan menyertakan jangka waktu

serta sanksi yang lebih jelas dan tegas kedalam peraturan tersebut nantinya.
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